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KEPALA DESA SUDAJAYAGIRANG
KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUDAJAYAGIRANG
NOMOR : 147.161/ 2 /KEP-DES/I/2025

TENTANG
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 
” PUSKESSOS SUDAJAYAGIRANG ”
DESA SUDAJAYAGIRANG KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI
	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUDAJAYAGIRANG

	Menimbang
	:
	a.


	bahwa pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dan Pusat Kesejahteraaan Sosial (Puskessos) guna kelancaran Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

	
	
	b.
	bahwa guna lancarnya koordinasi dan optimalnya pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dan Pusat Kesejahteraaan Sosial (Puskessos) untuk Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi sebagai mana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Puskessos dan Petugas Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);

	
	
	c.
	bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Puskessos.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

	
	
	2.
	Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Nomor Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);

	
	
	3.
	Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan  Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);





	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5539);

	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang  Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

	
	
	12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

	
	
	13.
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;



	
	
	14.
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga  Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

	
	
	15.
	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

	
	
	16.
	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 73 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja  Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 73);

	
	
	17.
	Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 11);

	
	
	18.
	Peraturan Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sudajayagirang Tahun 2024-2031; 


	Memperhatikan
	:
	Hasil musyawarah pembentukan Puskessos, SDM Puskesos dan Operator Siksng Desa Sudajayagirang pada tanggal 02 Januari 2025 yang bertempat di Aula Kantor Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.



MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	Pertama
	:

	Mengesahkan Pembentukan Lembaga Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos dan Sistem Layanan dan Rujukan  Terpadu di Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.

	Kedua
	:
	Menunjuk Saudara WAHYUDIN sebagai Puskesos dan Operator Siksng Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.

	Ketiga
	:
	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

	Keempat
	:
	Keputusan ini mulai berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

	
	
	



						 	DITETAPKAN DI   :  SUDAJAYAGIRANG                                        
						 	PADA TANGGAL   :  02 JANUARI 2025
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